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Abstract. Zakat Management Accountability with Modified Action Re-
search.  This  research aims to identify zakah management accountability prob-
lems faced by zakat institutions (OPZ) and to propose some solutions. The study 
employed a modified action research method. The result indicated that there were 
overlapping empowerment programs among the institutions, inaccurate data of 
mustahik and muzaki, limited number of partnerships among zakat institutions, 
expensive promotion model, and limited number of professional zakah officials. The 
agenda of action to raise zakat management accountability are the compilation of 
mustahik and muzaki’s data through mosques, cooperation with higher education, 
and the making of zakah as a national program across departments and the col-
laboration with IKADI and DKM.

abstrak: akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi 
Action Research. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan akunt-
abilitas yang dihadapi organisasi pengelola zakat (OPZ) dan memberikan usu-
lan pemikiran terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
modifikasi action research. Hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program 
pemberdayaan antar OPZ, data muzaki dan mustahik tidak akurat, terbatasnya 
kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendaya-
gunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil 
yang profesional. Penelitian ini mengusulkan pemikiran untuk meningkatkan 
akuntabilitas zakat, yaitu kompilasi data mustahik dan muzaki melalui masjid, 
penyiapan tenaga amil bekerjasama dengan dunia Perguruan Tinggi, dan perlu-
nya distribusi zakat sebagai program nasional dan lintas departemen, kerjasama 
dengan IKADI dan DKM.

Kata kunci: Zakat, Action research, Organisasi Pengelola Zakat

Indonesia sebagai negara 
dengan jumlah penduduk Is-
lam yang sangat besar harusnya 
sangat berpotensi dalam jum-
lah pengumpulan dana zakat. 
Tetapi realisasi yang terjadi tidak 
demikian, masih terdapat  ketim-
pangan yang sangat besar antara 
potensi dan realisasi. Hal ini ter-
cermin pada penelitian yang dila-
kukan UIN Syarief Hidayatullah 
dan Ford Foundation tahun 2005, 
seperti yang terlihat pada Tabel 1 

Alasan utama terjadinya ke-
timpangan antara potensi dengan 
realisasi yaitu masih banyaknya 
muzaki yang membayarkan zakat-

nya langsung kepada mustahik 
(Dompet Dhuafa 2009:3; Uzaifah 
2007:135;  Infoz 2011:21) sehing-
ga tidak terdata oleh pihak organ-
isasi pengelola zakat. Sebenarnya 
tidak ada yang salah dengan mu-
zaki yang tidak membayarkan za-
katnya pada lembaga zakat, hanya 
saja jika dikaitkan dengan konsep 
pendayagunaan tentu akan men-
jadi sangat berdaya jika pem-
bayaran zakat dilakukan pada or-
ganisasi pengelola zakat. 

Hafiduddin (2011b), Chaliku-
zhi (2009), dan Wahid et al. (2009) 
menyatakan kepercayaan kepada 
organisasi pengelola zakat yang 
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Tabel 1. Potensi dan Realisasi Penerimaan Zakat infak Sedekah (ZiS)  indonesia

Tahun Lembaga Potensi Realisasi

2005 UIN Syarief Hidayatullah 
dan Ford Foundation Rp 19,3 Trilyun Rp 271 Milyar

2007 Public Research and 
Advocacy Centre (PIRAC) Rp 9,09 Trilyun Rp 450 Milyar 

2011 BAZNAS dan FEM IPB Rp 217 Trilyun Rp 1,7 Trilyun

Sumber: BAZNAS (2012).

minim juga menjadi penyebab kesenjangan, 
hal ini disebabkan oleh profesionalisme dan 
hasil pengelolaan zakat yang tidak terpub-
likasikan kepada masyarakat. Hal ini men-
garahkan diskusi pada isu akuntabilitas.  
Penelitian tentang akuntabilitas Non Gov-
ernment Organization (NGO) telah banyak 
dilakukan. Kenyataannya ditemukan bahwa 
NGO memiliki banyak kelemahan terkait 
akuntabilitas karena minimnya penyam-
paian informasi kepada masyarakat (Fikri et 
al. 2010).  Hal ini disebabkan oleh karena:

“Interaksi antara NGO, dona-
tur, dan masyarakat bukan se-
mata murni hubungan ekonomi 
dan tidak selalu besifat formal 
(meskipun terkadang terdapat 
hubungan formal).  Kepercayaan, 
emosi, kata hati, kontrak sosial, 
hubungan timbal balik, misalnya 
bercampur sehingga aturan for-
mal untuk menentukan apakah 
organisasi akuntabel atau tidak 
sering kali menjadi bias” (Fikri et 
al. 2010:409-410)

Akuntabilitas NGO keagamaan dalam se-
buah gereja juga pernah diteliti oleh Ran-
da et al. (2011). Temuannya menunjukkan 
bahwa akuntabilitas gereja berbeda dengan 
akuntabilitas NGO non kegamaan antara 
lain akuntabilitas spiritualitas. Pengelola za-
kat yang juga merupakah salah satu NGO 
sudah tentu masuk dalam kriteria yang dise-
butkan di atas dengan isu akuntabilitasnya.

Selain itu juga dinyatakan Pendaya-
gunaan dana zakat yang belum maksimal. 
Banyak Mustahik yang belum yang dapat 
dilayani  organisasi pengelola zakat (OPZ)  
pada tahun 2011 mencapai angka 9,30 pers-
en dari total keseluruhan penduduk miskin, 
maka pada tahun 2012 diharapkan kontri-
busi zakat akan lebih baik. Paling tidak, 12 
sampai 15 persen penduduk miskin di tanah 
air bisa dilayani oleh BAZNAS beserta selu-

ruh OPZ yang ada, tentu dengan syarat jum-
lah zakat yang dihimpun juga harus men-
galami kenaikan.

Mintarti  (2011:1) menyatakan kualitas 
sumberdaya manusia  pengelola zakat ma-
sih rendah karena kebanyakan tidak men-
jadikan pekerjaan amil sebagai profesi atau 
pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan samp-
ingan atau pekerjaan paruh waktu sehingga 
berdampak pada rendahnya penghimpunan 
dana zakat oleh organisasi pengelola zakat. 
Pemerintah dan pemahaman muzaki juga 
mempengaruhi besaran dana zakat yang 
dihimpun organisasi pengelola zakat sep-
erti yang dinyatakan Hafiduddin (2011a), 
Chalikuzhi (2009), IMZ dan PEBS (2009), 
dan Infoz (2011) bahwa rendahnya pemaha-
man kewajiban zakat menjadi penyebab ren-
dahnya dana zakat yang dihimpun. Hal ini 
tentu perlu dilakukan edukasi oleh Pemer-
intah agar terjadi peningkatan pemahaman 
yang utuh tentang zakat. Rendahnya peran 
Pemerintah ditandai dengan rendahnya pen-
gawasan yang dilakukan pemerintah terha-
dap organisasi pengelola zakat. Pemerintah 
seharusnya dapat memberikan fasilitas legal 
formal dan penyedia data tentang kebutu-
han dan potensi pengumpulan zakat (Jahar 
2008 dan Faridi 1996).

Organisasi pengelola zakat di Indone-
sia berdasarkan UU No 23 tahun 2011 ter-
diri dari (1) BAZ (Pemerintah) yang meliputi 
BAZNAS dan BAZDA serta Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ)  (2) LAZ (Non Pemerintah atau 
organisasi kemasyarakatan Islam) yang 
didukung dengan jejaring untuk tingkat dae-
rah. Organisasi  pengelola zakat masih ban-
yak yang belum memiliki atau tidak mema-
hami pentingnya sebuah sistem dalam kin-
erja organisasinya (Mintarti 2011 dan Jahar 
2010). Selain itu Belum terciptanya kerja 
sama yang solid antara sesama Organisasi 
pengelola zakat serta berbagai pihak dalam 
mendayagunakan  zakat, seperti kerja sama 
antara pemerintah, MUI, ormas Islam, dan 
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para pengusaha (Hafiduddin 2002; IMZ dan 
PEBS 2010). Bentuk kerjasama antara sesa-
ma lembaga zakat misalnya dapat diwujud-
kan dalam bentuk program pendistribusian 
dana zakat yang terintegrasi. IMZ dan  PEBS 
(2009:58-67) menyatakan Belum adanya 
standarisasi manajemen pengelolaan zakat 
yang dapat memberikan jaminan kualitas 
pelayanan publik baik pada muzaki, mus-
tahik, pihak-pihak terkait lainnya maupun 
masyarakat secara umum.

Pengawasan organisasi pengelola zakat 
yang masih sangat rendah. Berdasarkan UU 
No 38 Tahun 1999 maupun UU No. 23 tahun 
2011 pengawasan menjadi tanggung jawab 
Kementerian Agama. Seharusnya Kement-
erian Agama selaku regulator dan pengawas 
dapat lebih intensif untuk melakukan edu-
kasi pada muzaki, Organisasi Pengelola Za-
kat (OPZ) maupun mustahik, menentukan  
standar operasi bagi OPZ   serta mengem-
bangkan program sinergi antar OPZ (IMZ 
dan PEBS 2009). Peneliti berpendapat, hal 
ini yang belum dilakukan, arah kebijakan 
ke depan tentunya perlu pemisahan fungsi 
yang jelas antara regulator, pengawas dan 
operator zakat. Fungsi pengawas seharusnya 
ditangani lembaga tersendiri yang bersifat 
independen dan fungsi regulator ada pada 
Kementerian Agama.  Sedangkan BAZ dan 
LAZ sepenuhnya berfungsi sebagai operator.

Implementasi zakat di negara-negara 
Muslim dapat dikategorikan dalam dua ba-
gian yaitu:  Pertama, sistem pembayaran 
zakat secara wajib (obligatory system) di 
mana sistem pengelolaan zakat ditangani 
oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang 
tidak membayar zakat. Sistem ini diterapkan 
di beberapa negara yang dengan konstitusi 
Islam seperti Pakistan, Sudan, Arab Saudi, 
Libya dan Malaysia. Kedua, sistem pem-
bayaran zakat secara sukarela (voluntary 
system) di mana wewenang pengelolaan za-
kat berada pada tangan pemerintah ataupun 
masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi 
hukum bagi yang tidak menunaikan kewa-
jiban. Sistem ini  yang berlaku di beberapa 
negara muslim seperti Kuwait, Yordania, 
Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, 
Aljazair dan Mesir serta Indonesia (IMZ dan 
PEBS 2010:57-76). 

Kegiatan pengumpulan zakat biasa 
disebut dengan istilah fundraising. Fundrais-
ing dapat diartikan sebagai kegiatan meng-
himpun dana dan sumber daya lainnya dari 
masyarakat (baik individu, kelompok, organ-
isasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang 

akan digunakan untuk membiayai program 
dan kegiatan operasional lembaga yang 
pada akhirnya adalah untuk mencapai misi 
dan tujuan dari lembaga tersebut (Sudewo 
2007:102;  Thedam 2012:11).

Distribusi zakat terkadang hanya ber-
sirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika 
zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan 
diberikan langsung pemberi zakat (muzaki) 
kepada Mustahik (penerima zakat). Hal ini 
salah satu faktor penyebabnya adalah kurang 
adanya lembaga zakat yang profesional, yang 
menyampaikan dana zakat tersebut kepada 
umat yang membutuhkan juga berimplikasi 
pada peningkatan kesejahteraan masyara-
kat (Hafidhuddin 2002:132-138).

Ulama ahli fikih telah membuat beber-
apa kaidah yang dapat membantu pengelola 
zakat dalam menyalurkan zakat (Zuhayly 
2008:309-315) , di antaranya adalah sebagai 
berikut: (1) Alokasi atas dasar kecukupan 
dan keperluan (2) berdasarkan harta zakat 
yang terkumpul (3) penentuan volume yang 
diterima Mustahik.

Pendekatan pendistribusian dana za-
kat digunakan  untuk kebutuhan konsumtif 
dan produktif. Masing-masing dari kebutu-
han konsumtif dan produktif tersebut kemu-
dian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional 
dan konsumtif kreatif, sedangkan yang ber-
bentuk produktif dibagi menjadi produktif 
konvensional dan produktif kreatif (IMZ dan 
PEBS 2009:20-21; Mufraini  2008:153-173). 

Berdasarkan pandangan-pandangan 
yang dikemukakan maka perlu penegasan 
lebih lanjut, apa sebenarnya persoalan yang 
dihadapi organisasi lembaga zakat dalam 
menjalankan fungsi pengumpulan dan 
pendistribusian dana zakat dengan lang-
sung melakukan interaksi dengan Organisa-
si lembaga zakat baik yang dikelola pemer-
intah maupun lembaga amil zakat yang 
dikelola Non Goverment Organization (NGO), 
maka yang menjadi pertanyaan penelitian 
ini yaitu:  
1. Apa persoalan utama akuntabilitas pen-

gelolaan zakat pada organisasi pengelola 
zakat dalam melakukan pengumpulan 
dan pendistribusian serta pendayagu-
naan dana zakat?

2. Apa sumbangan pemikiran yang dapat 
diusulkan terhadap persoalan uta-
ma akuntabilitas pengelolaan zakat 
pada organisasi pengelola zakat dalam 
melakukan pengumpulan dan pendis-
tribusian serta pendayagunaan dana 
zakat
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METODE
Penelitian ini merupakan penelitian 

kualititatif dengan menggunakan Participa-
tion Action Research (PAR) modifikasi atau 
boleh juga disebut dengan istilah Action Re-
search (AR) modifikasi. Action Research (AR) 
merupakan  salah satu jenis riset sosial ter-
apan yang pada hakekatnya suatu eksperi-
men sosial dengan mengintrodusir kebi-
jakan  baru dengan memonitor efek-efeknya. 
(Greenwood et al. 2003;  Payne dan Payne 
2004 dalam Semiawan 2009; Davison et al. 
2004).

Tahapan dalam sebuah peneli-
tian action research menurut Davison et 
al.(2004:72-73):
1. Melakukan diagnosa (diagnosing), yaitu 

mengidentifikasi masalah-masalah po-
kok yang ada guna menjadi dasar bagi  
organisasi untuk melakukan perubahan 
ke arah yang lebih baik.

2. Membuat rencana tindakan (action plan-
ning), Peneliti dan partisipan bersama-
sama memahami pokok masalah yang 
ada kemudian dilanjutkan dengan me-
nyusun rencana tindakan yang tepat un-
tuk menyelesaikan masalah yang ada.

3. Melakukan tindakan (action taking), 
Peneliti dan partisipan bersama-sama 
mengimplementasikan rencana tindakan 
dengan harapan dapat menyelesaikan 
masalah. 

4. Melakukan evaluasi (evaluating), setelah 
masa implementasi (action taking) diang-
gap cukup kemudian peneliti bersama 
partisipan melaksanakan evaluasi hasil 
dari implementasi.

5. Pembelajaran (learning), Tahap ini meru-
pakan bagian akhir siklus yang telah 
dilalui dengan melaksanakan review ta-
hap-pertahap yang telah berakhir kemu-
dian penelitian ini dapat berakhir. Selu-
ruh kriteria dalam prinsip pembelajaran 
harus dipelajari, perubahan dalam situa-
si organisasi dievaluasi oleh peneliti dan 
dikomunikasikan kepada klien, peneliti 
dan klien merefleksikan terhadap hasil 
proyek, yang nampak akan dilaporkan 
secara lengkap. 

Pada penelitian ini,  tahapan-tahapan 
pada sebuah penelitian action research di-
modifikasi. Pemaknaan modifikasi yang 
peneliti maksudkan dalam penelitian ini leb-
ih pada penyederhanaan tahapan action re-
search dan penggunaan istilah action plan-
ning dimodifikasi menjadi usulan pemikiran. 

Adapun  dua tahapan  yang dimaksud yaitu:
1. Melakukan diagnosa terhadap persoalan 

utama pengelolaan zakat pada organ-
isasi pengelola zakat dalam melakukan 
pengumpulan dan pendistribusian serta 
pendayagunaan dana zakat 

2. Membuat rencana tindakan (action plan-
ning) yang dalam hal ini dimodifikasi 
dengan istilah  usulan pemikiran ter-
kait persoalan  organisasi pengelola za-
kat dalam melakukan pengumpulan dan 
pendistribusian serta pendayagunaan 
dana zakat

Alasan utama hanya menggunakan dua 
tahapan karena pada  tahapan ketiga dan 
seterusnya tentu diperlukan kesepakatan-
kesepakatan dengan pihak organisasi pen-
gelola zakat untuk mengaplikasikan usulan 
pemikiran yang diajukan peneliti, tentu hal 
ini juga akan  memerlukan waktu yang tidak  
dapat diperkirakan penyelesaiannya. Perlu 
waktu yang cukup lama untuk sampai pada 
tahapan menerima usulan yang diajukan 
peneliti dalam bentuk action taking. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara: 
1. In depth interview atau wawancara men-

dalam dengan pihak-pihak terkait OPZ 
yang terdiri dari unsur BAZNAS  dan 
LAZNAS Dompet Dhuafa 

2. Dokumentasi, guna  melakukan cross 
check (triangulasi sumber) yaitu melaku-
kan pengecekan sumber yang beragam 
dan masih terkait satu sama lain terha-
dap hasil wawancara yang dilakukan, 
baik terkait administrasi penghimpunan 
maupun pendistribusian dana zakat (Sa-
tori dan Komariah 2011:170)

Pemilihan informan tentunya dikaitkan 
dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 
Informan pada penelitian ini terdiri dari: 
1. BAZNAS selaku operator zakat bentukan 

Pemerintah, informan yang diharapkan  
yaitu  
a)  Nasir Tajang (Manager Divisi peng-

himpunan). 
b)  Faisal Qosim (Manager  divisi pendis-

tribusian dan pendayagunaan). 
 Pemilihan kedua divisi ini dengan per-

timbangan bahwa OPZ BAZNAS pada 
hakekatnya menjalankan dua fungsi 
utama yaitu fungsi pengumpulan  dan 
pendistribusian serta pendayagunaan 
dana zakat,  sehingga diharapkan kedua 
divisi akan sangat mengetahui secara 
mendalam operasional dari kedua keg-
iatan utama yang dimaksud.  
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2. LAZNAS Dompet Dhuafa  selaku operator 
zakat bentukan masyarakat (non govern-
ment), Informan yang diharapkan yaitu:
a) Arifin Purwakananta (Direktur ko-

munikasi dan sumberdaya yang 
membawahi bidang penghimpunan 
dana zakat)

b) Yayan Rukmana (Kepala pengem-
bangan program ekonomi). 

c) Bambang Suherman (General Man-
ager pemberdayaan). 

 Pemilihan informan ini  dengan pertim-
bangan bahwa LAZNAS Dompet Dhua-
fa  pada hakekatnya menjalankan dua 
fungsi utama yaitu fungsi pengumpulan  
dan pendistribusian serta pendayagu-
naan dana zakat,  sehingga diharapkan 
informan  akan sangat mengetahui se-
cara mendalam operasional dari kedua 
kegiatan utama yang dimaksud.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Persoalan BAZNAS pada penghimpu-

nan, pendistribusian dan pendayagunaan 
dana zakat. Persoalan yang dihadapi OPZ 
dalam  pengumpulan dan pendistribusian 
serta pendayagunaan dana zakat, berdasar-
kan hasil reduksi data dan kompilasi wawa-
ncara  dapat disimpulkan pada Tabel 2.

Rendahnya realisasi penerimaan zakat 
dari organisasi pengelola zakat dikaitkan 
dengan potensi zakat ditanggapi Arifin Pur-
wakananta dengan menyatakan:

 “Jumlah zakat yang dihimpun 
lembaga zakat formal masih se-
dikit, tetapi yang membayar di 
lembaga zakat non formal juga 

ada, jadi perlu ditekankan bahwa 
masih sedikit dana zakat yang 
dihimpun lembaga zakat formal 
(BAZ dan LAZ) dan tidak berarti 
yang membayar zakat sedikit, ala-
sannya “kalau tidak  membayar 
zakat ke OPZ yang formal seperti 
Dompet Dhuafa, itu berarti orang 
tidak berzakat. Ini yang keliru, 
dengan demikian gap tidak saja 
dari potensi dan realisasi, tetapi 
barangkali gap kelembagaan, be-
lum adanya lembaga yang baik 
atau belum adanya lembaga 
yang mampu membuat lembaga-
lembaga nonformal itu mampu 
melakukan pemberdayaaan den-
gan baik. Jadi gap nya menjadi 
makin banyak, kalau kalimat itu 
dibetulkan maka gap nya menjadi 
tidak sesederhana uangnya masih 
banyak tapi yang terkumpulkan 
masih sedikit.”

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan 
BAZNAS melalui beberapa pendekatan an-
tara lain.  Pertama, melalui Zakat Via Payroll 
System. Zakat via payroll system adalah se-
buah bentuk pelayanan zakat melalui pemo-
tongan langsung dari gaji seorang karyawan 
di sebuah perusahaan. Kedua, Zakat Via Mo-
bil Zakat Keliling yang mana BAZNAS memi-
liki sarana 1 unit Mobil Zakat Keliling, dona-
si dari Bank Mega Syariah,  yang secara pe-
riodik ditempatkan di beberapa lokasi strat-
egis guna memudahkan muzaki melakukan 
pembayaran ZIS nya.  Ketiga, Zakat Via E-
Card. Di sini BAZNAS bekerjasama dengan 

Tabel 2. Persoalan Pengelolaan zakat BAZNAS dan Dompet Dhuafa 

Persoalan BAZNAS Dompet Dhuafa

Pengumpulan dana 
zakat

1. Integritas tenaga Amil yang 
rendah.

2. Payroll system untuk corporate 
belum optimal.

1. Belum didapatkan model 
promosi dengan biaya rendah.

2. Keterbatasan tenaga Amil zakat 
yang profesional.

Pendistribusian dan 
Pendayagunaan dana 
Zakat 

1. Program pendayagunaan 
tumpang tindih dengan OPZ lain.

2. Kurangnya kemitraan dalam 
pelaksanaan program.

3. Kendala sistem koordinasi denga 
BAZ Kabupaten/Kota. 

4. Data Mustahik tidak akurat.
5. Program pendayagunaan 

yang diajukan Mustahik tidak 
visioner.

1. Kendala verifikasi data 
Mustahik

2. Ketidak siapan Mustahik 
untuk mengikuti program 
pendayagunaan.

3. Program pendayagunaan 
yang diajukan Mustahik tidak 
visioner.

4. Kebijakan pemerintah 
terkadang bertentangan. 



381    Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013, Hlm 376-388

kalangan perbankan, menyediakan fasilitas 
pembayaran melalui menu pembayaran za-
kat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan 
menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Za-
kat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi 
sebagai kartu debit dan ATM, serta E-Wal-
let. Selain untuk pembayaran, data muzaki 
dan data histori pembayaran zakat muzaki 
dapat diunduh ke dalam kartu elektronik 
tersebut untuk memudahkan para muzaki 
dalam menunaikan kewajiban zakatnya di 
mana saja dan kapan saja.  Keempat, Za-
kat Layanan Perbankan Syariah. Zakat, se-
bagai pilar ketiga dari ekonomi syariah, ti-
dak terlepas dari dua pilar yang lain yaitu 
sektor rill dan sektor keuangan syariah, 
termasuk di dalamnya perbankan syariah. 
BAZNAS telah memiliki rekening dan beker-
jasama dengan seluruh perbankan syariah 
dalam proses pengumpulan zakat nasional.  
Kelima, Zakat Via Konter. Salah satu upaya 
BAZNAS untuk memberikan kemudahan 
bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS 
di antaranya adalah dengan Konter Lay-
anan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tu-
juan dari pelayanan konter ini adalah agar 
para muzaki mendapatkan pelayanan yang 
lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya un-
tuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk 
berkonsultasi seputar ZIS serta informasi 
lengkap mengenai program BAZNAS.

Kontribusi terbesar dalam pengumpu-
lan dana zakat yang dilakukan BAZNAS me-
lalui Zakat Via E-Card, layanan konter dan 
melalu kerjasama dengan perusahaan sep-
erti kimia farma.  Walaupun demikian dite-
mukan beberapa kendala.  Secara umum 
kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS 
menurut wawancara dengan Nasir Tajang 
mencakup kendala:

 “(1) seorang amil harus mempu-
nyai integritas yang tinggi, juga 
menguasai banyak aspek tentu-
nya, ketika kita berhadapan den-
gan orang bank misalnya paling 
tidak kita juga harus tahu dunia 
mereka, jadi kendalanya  meru-
pakan di kapasitas amil. (2) Ko-
munikasi dengan muzaki, mer-
eka melihat bahwa zakat itu ha-
rus disampaikan secara langsung 
pada mustahik.”

Dompet Dhuafa  dalam pengumpu-
lan dana zakat menggunakan dua strategi, 
pertama strategi komunikasi artinya mem-
berikan pemahaman bahwa zakat itu wa-

jib, dan ada lembaga zakat di sekitar  yang 
akan melayani. Kedua, strategi  pelayanan 
yaitu  bagaimana lembaga-lemabaga OPZ/ 
Dompet Dhuafa ini memberikan kemudahan 
berzakat, saluran donasinya dan kecepatan 
layanannya.

Strategi komunikasi dan layanan yang 
saat ini dikembangkan Dompet Dhuafa yaitu 
diarahkan untuk segmen pasar baru yang 
terdiri anak muda, korporasi dan anak seko-
lahan. Segmen ini tentu memerlukan media 
komunikasi yang tentunya beragam. Strate-
gi layanan yang juga sedang dikembangkan 
Dompet Dhuafa saat ini yaitu layanan kemu-
dahan berzakat, teorinya semakin mudah 
orang menemukan saluran uangnya, maka 
semakin banyak orang berdonasi kepada 
Dompet Dhuafa, diharapkan komunikasin-
ya sudah benar. Dompet Dhuafa meyakini 
bahwa komunikasi yang terjalin dengan baik 
harus pula disertai jaringan layanan  yang 
cukup luas sehingga memudahkan muzaki 
dalam membayar zakat. Misalnya pada bu-
lan Ramadhan Dompet Dhuafa juga mem-
buka layanan zakat hampir di seluruh  Mall.   

Strategi lain yang dikembangkan Dom-
pet Dhuafa yaitu layanan pasca donasi, mu-
zaki yang sudah membayarkan zakatnya 
maka terus diinformasikan perkembangan 
dana zakat yang diterima dan hubungan 
terus dibina, untuk hal ini maka Dompet 
Dhuafa mempunyai satu unit khusus yang 
memberikan layanan pasca donasi yang 
disebut dengan CRM (customer relationship 
management) yang terdiri dari 12 orang.

Arifin Purwakananta menyatakan ken-
dala yang dihadapi Dompet Dhuafa dalam 
pengumpulan dana zakat yaitu masih ma-
halnya biaya promosi yang harus dilakukan, 
belum ditemukan cara promosi yang murah 
dan efektif. Saat ini Dompet Dhuafa meya-
kini bahwa promosi yang dilakukan melalui 
media elektronik dan cetak sangat efektif, 
hal ini ditandai dengan semakin meningkat-
nya muzaki yang membayarkan zakat me-
lalui Dompet Dhuafa, hanya memang sam-
pai saat ini terus diupayakan untuk lebih 
meminimalkan pengeluaran promosi, hanya 
saja belum di dapatkan metode yang tepat. 

Persoaalan lain yang dihadapi Dompet 
Dhuafa yaitu terkait tenaga Amil zakat baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. Amil 
zakat yang ada saat ini sebenarnya dapat 
dikategorikan dalam dua kelompok: (1) amil 
tetap/full timer,  (2) amil tidak tetap/part tim-
er yaitu orang orang yang mengelola zakat 
di OPZ, tapi waktu yang digunakan adalah 
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paruh waktu atau sambil mengerjakan tu-
gas lain yang diprioritaskan. Amil zakat yang 
saat ini ada menghadapi berbagai perma-
salahan yaitu: minimnya kompetensi yang 
diakibatkan karena banyak di antara amil 
zakat yang direkrut dari anggota masyarakat 
atau profesional yang tidak memiliki latar 
belakakang pengetahuan atau keahlian ten-
tang pengelolaan zakat, minimnya balas jasa 
yang diberikan kepada amil yang berakibat 
daya tawar OPZ terhadap tenaga berkualitas 
dan profesional rendah. Minimnya pengem-
bangan kualitas amil yang  berakibat tidak 
seimbangnya antara tantangan permasalah-
an dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan 
kemampuan amil. 

Pendistribusian dan pendayagunaan  
dana zakat melalui organisasi pengelola 
zakat. Bagian yang penting dalam akunt-
abilitas pengelolaan zakat adalah pendis-
tribusian dan pendayagunaan dana zakat. 
Prinsip pendistribusian  dana zakat  di BA-
ZNAS dibagi dua yaitu prinsip (1) karitas dan 
(2) pendayagunaan.

Peneliti mencermati program pendaya-
gunaan yang dikembangkan BAZNAS jika di-
kaitkan dengan konsep teori yang telah dike-
mukakan pada bagian sebelumnya,  dapat 
dikelompokkan atas (1) konsumtif tradision-
al berupa program konter layanan mustahik 
(KLM) dan program tanggap bencana serta 
layanan kesehatan  (2)  konsumtif produktif 
berupa program rumah cerdas anak bangsa 
yang meliputi: Dinnar, Bimbel dan program 
satu keluarga satu sarjana dan program ka-
derisasi seribu ulama  (3) produktif konven-
sional berupa program Zakat community de-
velopment  (4) produktif kreatif berupa pro-
gram baitul qiradh BAZNAS.

Beberapa persoalan yang muncul 
dalam program pendayagunaan BAZNAS 
yaitu: pertama,  persoalan yang terkait den-
gan program pendayagunaan yang dilaku-
kan BAZNAS tumpang tindih dengan yang 
dilakukan LAZ. Faisal  Qosim menyatakan: 
“BAZNAS  ingin dengan adanya undang-un-
dang No. 23 tahun 2011 ini sebagai koordi-
nator lembaga zakat siapa saja tidak apa-apa 
asal ada koordinasi dengan pusat”.  Kedua, 
persoalan yang terkait dengan manajemen 
khususnya koordinasi antara BAZNAS dan 
BAZDA di Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
Lebih lanjut, Faisal Qosim menyatakan:

“BAZNAS baru saja menyelesaikan 
program untuk yang sifatnya kor-
dinasi dengan Kabupaten Kota 
untuk system sudah, sudah ada 
training seluruh BAZNAS Kabu-
paten Kota seluruh Indonesia un-
tuk training layanan sistem. Jadi 
nanti BAZNAS Kabupaten Kota ini 
bisa mendata berapa Mustahik di 
daerah yang nanti bisa di link-kan 
ke pusat secara  online. Saat ini 
sedang disiapkan  program untuk 
anggaran–anggaran plafon pem-
bagian usaha–usaha zakat itu su-
dah tidak manual lagi.” 

Ketiga,  persoalan mitra kerja khusus-
nya dengan pihak kampus, Faisal Qosim 
menyatakan:

“Tujuh program (6 pendayagu-
naan dan 1 karitas)  ini belum 
terserap secara optimal, misal-
nya  di Yogyakarta  sebetulnya 

Gambar 1. Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat BAZNAS
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kan tidak hanya UGM harusnya, 
Karena yang bicara Yogyakarta  
berdekatan  dengan Jawa Tengah 
maka harsunya perguruan tinggi 
di Jawa Tengah juga terlibat.”

Keempat, persoalan program pendayagu-
naan yang diajukan masyarakat, Faisal Qo-
sim menyatakan:

“Program pendayagunaan yang 
diajukan terkadang bercampur 
dengan program karitas dan pro-
gram mereka itu belum bersifat 
visioner artinya dia hanya sebatas 
pemikiran jangka pendek,  misal-
nya sekarang lagi musim kemarau 
komunitas petani mengajukan 
pengadaan pengairan yang sifat-
nya keperluan saat itu saja, jadi 
belum bersifat jangka panjang . 

Program pendistribusian dan pendayagu-
naan dana zakat Dompet Dhuafa secara 
umum memiliki konsep yang sama yaitu: 
(1) karikatif dan (2) pendayagunaan. Yayan 
Rukmana (Head of Economic Development) 
menyatakan “kalau karitatif, berarti dia 
short term, orang butuh makan, butuh bi-
aya bayar listrik, butuh biaya sekolah, maka 
kita tunaikan saat itu.” 

Persoalan  yang muncul dalam program 
pendistribusian dan pendayagunaan dana 
zakat Dompet Dhuafa secara umum dapat 
dinyatakan: pertama, kendala verifikasi 
mustahik, verifikasi terhadap berkas-berkas 
dokumen yang memastikan atau menjamin 
bahwa penerima manfaat yang mengajukan 
bantuan ini benar adalah mustahik, Bam-
bang Suherman menyatakan: 

“Kalau kita pakai konsepsi nega-
ra, syarat dasarnya Kartu Tanda 
Penduduk (KTP)   atau surat ket-
erangan miskin.  Hanya saja ma-
sih banyak orang miskin di neg-
ara ini yang tidak memiliki KTP, 
karena dia menjadi miskin karena 
dia melakukan urbanisasi dari 
tempat di mana KTP nya berada 
ke tempat lain, di situ dia tidak 
dihitung sebagai penduduk asli, 
yang seperti ini sebenarnya yang 
kadang-kadang menjadi kenda-
la, tapi ini kendala verifikasi dan 
sangat rutin.”

Kedua, kendala ketidaksiapan mustahik 
mengembangkan diri, ketika Dompet Dhua-
fa membiayai dari aspek produk dan modal 
misalnya, maka dinamika  lapangan ini yang 
kadang-kadang kemudian menjadi faktor 
utamanya ketidaksiapan Mustahik untuk 
mengembangkan dirinya. Semangat ada di 
awal, sedangkan untuk membangun kehidu-
pan mereka, harus mampu sustain/ber-
tahan dalam rentang waktu tertentu untuk 
menguji coba apakah mereka bisa bertahan 
atau tidak, ini yang kemudian menjadi ken-
dala. Bambang Suherman menyatakan:

“Mustahik tidak cukup kuat un-
tuk proses yang ada, akhirnya ke-
mudian dana  produksi yang ha-
rusnya digulirkan  itu kemudian 
akhirnya berubah menjadi kon-
sumtif di lapangan.”

Ketiga, ada dua model yang dikembangkan 
Dompet Dhuafa yaitu model yang didesain 
langsung Dompet Dhuafa dan ada model 

Gambar 2 
Program Pendistribusian dan Pemberdaayaan LAZNAS Dompet Dhuafa
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yang diajukan masyarakat ke Dompet Dhua-
fa, permasalahan biasanya pada model yang 
diajukan masyarakat. Menurut Bambang 
Suherman:

“Biasalah, kalau masyarakat itu 
kan kadang-kadang di awal mem-
buat gambaran-gambaran yang 
mudah, sederhana tapi begitu ja-
lan ternyata menuntut komitmen, 
ternyata komitmen mereka sangat 
rendah.”

Keempat, kebijakan pemerintah menjadi 
kendala bagi pengembangan pendayagu-
naan dana zakat Dompet Dhuafa. Yayan 
Rukmana menyatakan:

“ketika program kampung trenak 
berkembang pada saat yang ber-
samaan, pemerintah melakukan 
kebijakan  impor daging yang akh-
irnya mematikan semua peternak. 
LPS memproduksi beras SAE, tapi 
pada saat beras dari Thailand ma-
suk, maka mati semua.” 

Berdasarkan persolan yang dihadapi 
Dompet Dhuafa dalam program pendayagu-
naan dana zakat maka  peneliti dapat me-
nyatakan kendala pertama sama yang diha-
dapi BAZNAS yaitu data mustahik. Peneliti 
mempunyai pandangan bahwa persoalan ini 
harus segera diambil langkah kongkrit, khu-
susnya Direktorat Pemberdayaaan zakat un-
tuk bekerjasama dengan Forum Zakat guna 
menyusun basis data muzaki dan mustahik. 
Kemudian terkait persoalan yang keempat 
yaitu kebijakan pemerintah maka hal ini 
sejalan dengan apa yang diungkapkan Haf-
iduddin ( 2002), IMZ dan PEBS (2010) yang 
menyatakan belum terciptanya kerja sama 
yang solid antara sesama Organisasi penge-
lola zakat serta berbagai pihak dalam mem-
berdayakan zakat, seperti kerja sama antara 
Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
Ormas Islam, dan para Pengusaha.

Sumbangan pemikiran terhadap per-
soalan utama pengelolaan zakat pada or-
ganisasi pengelola zakat. Berdasarkan 
persoalan yang dihadapi OPZ dalam peng-
umpulan dan pendistribusian serta penday-
agunaan dana zakat, maka peneliti menga-
jukan beberapa usulan pemikiran.  Pertama, 
peta data muzaki, mustahik dan kemiskinan 
yang pernah dilakukan lembaga demografi 
UI dengan BAZNAS tahun 2010 dapat dija-
dikan rujukan awal, ada sebuah pendekatan 
yang cukup berhasil yaitu Geographic infor-

mation system (GIS) yang digunakan sebagai 
proses pemutakhiran data mustahik dan 
muzaki dengan menemptakan masjid seb-
agai centre of excellent (Lubis et al. 2011:11). 
Konsep ini di bawah koordinasi pemerintah 
dan OPZ sehingga dapat dibuat dalam ska-
la nasional, sehingga akan mempermudah 
BAZNAS untuk mengkoordinasikan peng-
umpulan dan pendistribusian dana  zakat 
dengan pendekatan kewilayahan. Hal lain 
juga dapat dilakukan pemerintah dalam hal 
ini bisa Badan Pusat Statistik bekerjasama 
dengan Direktorat Pendayagunaan zakat ke-
menterian agama untuk melakukan sensus 
zakat dengan menggunakan jaringan yang 
sudah dimiliki seperti halnya sensus pajak 
yang pernah dilakukan. Selain itu pengelo-
laan zakat membutuhkan dukungan sistem 
informasi manajemen. Manfaat sistem in-
formasi manajemen ini adalah untuk mem-
berikan informasi menyeluruh mengenai po-
tensi zakat, jumlah masyarakat muslim dan 
penyebarannya, termasuk pekerjaan dan 
tingkat pendapatannya, serta jumlah pen-
duduk muslim yang berhak menerima zakat. 
Sistem tersebut berfungsi untuk membantu 
pengelola zakat untuk melakukan keputu-
san pengalokasian zakat  dan perencanaan 
zakat di masa yang   akan datang. Sistem 
informasi manajemen  zakat berisi data 
base yang terkait dengan muzaki, rumu-
san perhitungan zakat, dan simulasi  alo-
kasi zakat dan estimasi hasilnya. Untuk itu 
perlu dukungan teknologi informasi dalam 
mengembangkan sistem informasi manaje-
men zakat, sehingga dibutuhkan kerjasama 
dengan Kementerian riset dan teknologi un-
tuk menyiapkan perangkat sistem informasi 
manajemen.

Peneliti sangat yakin menyatakan  pent-
ingnya masjid sebagai agent of zakat terde-
pan untuk persoalan data muzaki dan mus-
tahik sekaligus menjalankan fungsi layaknya 
OPZ. Keyakinan peneliti didukung pula den-
gan kenyataan yang terjadi pada muktamar 
zakat internasional ke-9 yang berlangsung 
di Amman, Yordania pada tanggal 26-28 
November 2012. Yordania menyampaikan 
pengalamannya yaitu bagaimana mereka 
mampu memanfaatkan keberadaan masjid 
sebagai ujung tombak pengumpulan dan pe-
nyaluran zakat. Tidak kurang dari lima ribu 
masjid yang telah mereka berdayakan secara 
efektif, dengan beragam program produktif 
yang ditawarkan. Program produktif yang 
dikelola biasanya difokuskan pada sektor 
pertanian, peternakan, dan perdagangan 
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umum, meski tidak menutup kemungkinan 
untuk dikembangkan pada sektor-sektor 
lainnya, Indonesia bisa mengadopsi model 
yang dikembangkan Yordania ini.

Kedua, tenaga amil masih menjadi per-
soalan baik secara nasional maupun secara 
internal OPZ, amil zakat butuh perencanaan 
yang matang dan dapat dikerjasamakan 
dengan pihak perguruan tinggi yang berada 
di wilayah kemeterian agama dan kemen-
terian pendidikan nasional agar dimasuk-
kan dalam bagian konsentrasi khususnya 
program studi ekonomi Islam, kerjasama 
dengan ormas Islam setempat, guna mem-
persiapkan tenaga amil yang memiliki pen-
getahuan zakat secara komprehenship dan 
mendalam. Langkah ini sebenarnya sudah 
dilakukan baik BAZNAS maupun Dompet 
Dhuafa hanya saja masih dilakukan secara 
parsial belum komprehensif. Sehingga BA-
ZNAS sebagai koordinator dapat mengini-
siasi untuk link and match secara formal 
melalui Kemendiknas dan Kemenag seperti 
yang telah dikemukakan di atas. Terkait 
persoalan standarisasi sudah dikemukakan 
usulan pemikiran pada persoalan zakat se-
cara umum. 

Ketiga, peneliti berpendapat selama 
ini pendekatan pengelolaan zakat menggu-
nakan pendekatan bottom up yang digerak-
kan Lembaga  swadaya masyarakat (LSM).  
Perhatian pemerintah hanya sebatas mem-
buatkan regulasi ataupun ketentuan ten-
tang perzakatan. Pemerintah seharusnya 
bisa menjadikan instrumen zakat untuk ke-
pentingan pembangunan nasional dan men-
jadikannya program berkesinambungan dan 
program yang bisa dikerjasamakan antar 
Departemen. Seandainya hal ini terealisasi 
tentu tidak akan terjadi program pendayagu-
naan dana zakat yang dilakukan OPZ tidak 
sejalan dengan kebijakan pemerintah atau 
sebaliknya kebijakan pemerintah tidak se-
jalan dengan program pendayagunaan dana 
zakat. Program pendayagunaan zakat yang 
secara umum meliputi aspek pendidikan, 
kesehatan dan pendayagunaan ekonomi 
mustahik seharusnya dapat dikerjasamakan 
dengan departemen terkait pemerintah. Se-
hingga diperlukan political will pemerintah 
untuk memajukan zakat sebagai salah satu 
instrumen dalam kebijakan pembangunan 
ekonomi nasional. Karena besarnya poten-
si dana zakat tentu ini menjadi hal utama 
yang harus diperhatikan pemerintah untuk 
segera melakukan penataan perzakatan di 
Indonesia agar bisa lebih optimal berkontri-

busi dalam pembangunan. Sesuai dengan 
konsep teori yang sudah dikemukakan saat 
ini Indonesia masih menganut konsep volun-
tary system dan peneliti berharap ada arah 
untuk bergeser menjadi Obligatory system. 

Keempat, pengumpulan dana zakat 
untuk para pegawai BUMN sekarang men-
jadi suatu bagian yang sedang dioptimalkan 
BAZNAS dengan konsep payroll system ada 
beberapa hal yang dapat dilakukan BAZNAS 
ataupun Kementerian Agama yaitu:
a. Melakukan kerjasama secara struktural 

dengan kementerian negara BUMN un-
tuk pemungutan zakat bagi pegawai 
pada lingkungan BUMN disertai dengan 
roadshow untuk meningkatkan pemaha-
man zakat bagi pegawai BUMN. Selama 
ini BAZNAS melakukan secara parsial 
dengan BUMN tidak melalui Kementeri-
an BUMN. Pegawai BUMN tentu sangat 
potensial, dari apa yang telah dilakukan 
BAZNAS dinyatakan pendapatan pega-
wai BUMN rata-rata sudah memenuhi 
nishab zakat. 

b. Seperti halnya pajak  pihak perusahaan 
dapat melakukan pemotongan langsung 
pada wajib pajak (pegawai) maka sebena-
rnya hal itu juga dapat dilakukan pada 
zakat untuk pegawai yang beragama Is-
lam, tentu kalau ini teralisir cakupan 
bisa diperluas tidak hanya BUMN tetapi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS)  departemen 
lainpun dapat dilakukan. Bisa saja ini 
area dari BAZNAS, sedangkan untuk 
pegawai swasta area dari LAZNAS. 

Peneliti berpendapat Payroll system baik 
pada pegawai BUMN, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) maupun pegawai swasta yang beraga-
ma Islam akan berhasil ketika zakat sudah 
menjadi agenda ekonomi nasional, sehingga 
Pemerintah memiliki peran yang cukup be-
sar dalam mengembangkan zakat. 

Kelima, biaya promosi yang cukup 
besar yang dilakukan pihak OPZ khusus-
nya yang dirasakan oleh informan tentu 
harus disikapi pula dengan beberapa hal 
yang dapat dilakukan: (a) segmentasi mu-
zaki wilayah perkotaan tentu tak dapat di-
hindari biaya promosi yang sangat besar 
karena menggunakan media cetak dan ele-
ktronik maka yang dapat dilakukan sharing 
biaya promosi dengan sesama OPZ tentu 
dengan terlebih dahulu mengesampingkan 
sikap keegoan di antara OPZ sehingga yang 
muncul merupakan iklan layanan bersama 
dana zakat. Hal ini pun dapat dikoordinasi-
kan dengan kementerian agama dan semua 
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pihak berkontribusi; (b) segmentasi muzaki 
wilayah pedesaan maka perlu sinergi dengan 
lembaga Dewan Kemakmuran Masjid atau 
Ikatan Da’i Indonesia untuk mempromosi-
kan OPZ dan hal lain terkait zakat, tentu ini 
akan sangat membantu.

Keenam, meningkatkan Peran Masjid 
sebagai media pemutakhiran data Mustahik 
dan Muzaki serta operasional penghimpu-
nan, pendistribusian dan pendayagunaan 
dana zakat. Fuad Nasar menyatakan:

“Masjid itu diposisikan sebagai 
UPZ yang berfungsi sebagai pen-
gumpul zakat karena masjid ini-
lah institusi yang paling dekat 
dengan rakyat pada lini yang pal-
ing bawah. Itu yang dimaksud 
umat adalah umat dalam status 
sebagai Muzaki dan Mustahik. 
Umat adanya di masjid. Masjid 
dapat menyerap potensi zakat 
dari mana? Zakat dari  Individu 
dan  rumah tangga karena masjid 
tidak diproyeksikan untuk meng-
umpulkan zakat dari perusahaan 
atau  lembaga. Masjid diproyeksi-
kan untuk mendapat zakat dari 
rumah tangga.”

Selain itu UPZ masjid itu bukan semata-
mata  sebagai mesin pengumpul tapi terkait 
kemakmuran masjid itu sendiri,  karena 
salah satu kebijakan yang dibuat BAZNAS 
terkait dengan UPZ, UPZ itu bukan saja 
menyetorkan zakat pada BAZNAS tapi juga 
melampirkan data-data Mustahiknya. Se-
hingga sebagaimana prinsip syariah. Zakat 
itu diambil dari orang  kaya di suatu dae-
rah dan dikembalikan pada orang  miskin 
di sekitarnya jadi intinya adalah membuat 
masjid itu lebih peduli terhadap lingkungan-
nya. Kemungkinan juga fungsi-fungsi  ta’mir 
masjid juga bisa didukung dengan dana za-
kat. Sehingga Masjid yang belum berfungsi 
sebagai UPZ ada baiknya ditetapkan untuk 
berafiliasi dengan BAZ atau LAZ. Arifin Pur-
wakananta menyatakan:

 “Kalau ada orang zakat ke masjid 
itu sudah bagus, tapi masjidnya 
harus kita latih agar dapat mana-
jemen zakat yang baik, sehingga 
nanti dia menerima nya bagus, 
menyalurkannya bagus.”

Demikian beberapa usulan pemikiran  yang 
dapat dijalankan untuk lebih optimalnya 
fungsi OPZ dalam menghimpun, mendis-
tribusikan serta pendayagunaan dana za-
kat untuk meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaannya.

SIMPULAN
Berdasarkan pertanyaan penelitan dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan be-
berapa hal.  Persoalan OPZ dalam melakukan 
akuntabilitas penghimpunan dan pendistri-
busian serta pemberdayaan dana zakat me-
liputi adanya program pemberdayaan yang 
tumpang tindih antar sesama  OPZ, kurang-
nya kemitraan dalam pelaksanaan program, 
data mustahik tidak akurat, program pem-
berdayaan yang diajukan mustahik tidak vi-
sioner, kebijakan pemerintah terkadang ber-
tentangan pemberdayaan dana zakat yang 
dilakukan OPZ, belum didapatkan model 
promosi dengan biaya rendah dan keterba-
tasan tenaga amil zakat yang profesional.

Sumbangan pemikiran yang dapat di-
berikan terkait dengan persoalan OPZ dalam 
menghimpun, mendistribusikan dan pem-
berdayaan dana zakat yaitu: pertama, peta 
data mustahik dan muzaki maka masjid 
bisa dijadikan sebagai basis utama pemuk-
tahiran data, selain itu dapat diadakan sen-
sus zakat seperti sensus pajak yang pernah 
dilakukan. Kedua, tenaga amil zakat dapat 
disiapkan dengan perencanaan kerjasama 
dengan pihak Perguruan Tinggi dan Organ-
isasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam. Keti-
ga, pemerintah seharusnya bisa menjadikan 
instrumen zakat untuk kepentingan pem-
bangunan nasional dan menjadikannya pro-
gram berkesinambungan dan program yang 
bisa dikerjasamakan antar Kementerian. Ke-
empat, salah satu upaya mengurangi biaya 
promosi harus dibangun kerjasama dengan 
Dewan kemakmuran masjid dan Ikatan Da’i 
Indonesia untuk memberikan dakwah ten-
tang zakat  khususnya untuk wilayah Ka-
bupaten  dan Kota serta Pedesaan. Kelima, 
meningkatkan peran serta masjid dalam 
penghimpunan, pendistribusian dan pem-
berdayaan dana zakat.

Beberapa saran yang dapat peneliti ke-
mukakan untuk meningkatkan akuntabili-
tas pengelolaan zakat: pertama, BAZNAS se-
laku koordinator OPZ bekerjasama dengan 
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Forum 
Zakat menyusun agenda sinergi yang meli-
puti sinergi antar OPZ dan sinergi lintas Ke-
menterian. Kedua, distribusi dana zakat ha-
rus lebih banyak ke esensi pendayagunaan 
dibandingkan yang bersifat konsumtif
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